
BUPATI TASIKMALAYA 

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA 

NOMOR 32 TAHUN 2013 

TENTANG 

KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 
DI KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2014 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TASIKMALAYA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1 ) Peraturan Menteri 
Pertanian Nomor: 122/Permentan/SR.130/ 11/2013 tentang 
Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014, 
kebutuhan pupuk bersubsidi menurut kecamatan, jenis, 
jumlah, sub-sektor, dan sebaran bulanan ditetapkan dengan 
Peraturan Bupati / Walikota; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
Tasikmalaya tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian di Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014; 

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 ten tang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta 
dan Kabupaten Subang, dengan mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem 
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3478); 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3821); 
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4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun 2004 
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4411); 

5 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4433); 

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Un dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lem baran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4079); 

7 . Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang 
Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehu tanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 92, Tambahan Lemba ran Negara Republik In donesia 
Nomor 4660) ; 

8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan 
da n Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik In donesia 
Tahun 2009 Nom or 84, Tam bah an Lem baran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5015); 

9 . Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang 
Perlindu ngan Lahan Pertanian Pangan Produktif (Lembaran 
Negara Republik In donesia Ta hun 2009 Nom or 149, 
Tambahan Lembara n Nega ra Republik Indonesia 
Nomor 5068) ; 

10. Un dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pem bentukan Peraturan Perundang-undanga n (Lembaran 
Negara Republik In donesia Tahu n 201 1 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Nega ra Republik Indon esia 
Nom or 5234); 

11. Peratu ran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk 
Budidaya Tanaman (Lem baran Negara Republik Indonesia 
Tahunj 201 Nom or 14, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia omor 4079); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerab Kabupaten/Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tabun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737) ; 
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13. Peraturan Peresiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam 
Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian sebagai 
Barang dalam Pengawasan; 

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/ 
SR140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran 
Pupuk An-Organik sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Pertanian Nomor:43/Permentan/ 
SRI40/8/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri 
Pertania n Nomor:8/ Permentan/SR 140/5/2007 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 

15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor:40/Permen tan/SR 
140/4/2007 ten tang Rekomendasi Pemupukan N, P da n K 
pada Padi Sawah Spesifik Lokasi; 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor:21/M-DAG/ 
PER/6/2008 tentang Pengadaan da n Penyaluran Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertania n sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Nomor: 17 / M-DAG/ PER/6/2011 
tentang Peru ahan Kedua a tas Peraturan Menteri 
Perdagangan omor:21 / M -DAG / PER/ 6 /2008 ten tang 
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi u n tu k Sektor 
Pertanian; 

17 . Peraturan Menteri Pertanian Nomor ;28 / Permentan/SR. 
140/5 / 2009 tentang Pupuk Orga nik, Pupu k Hayati dan 
Pem benah Tanah sebagaiman a telah diubah dengan 
Pera turan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR/ 
140 / 85/201 1 tentang Perubahan a tas Peraturan Menteri 
Pertan ian Nomor;28/ Perrnentan / SR.140 / 5 /2009 ten tang 
Pupu k Organik, Pupu k Hayati dan Pembenah Tanah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 664); 

18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR 
130/1 1/20 12 tenta g Kebutuhan da n Harga Eceran tertinggi 
(HET) Pupuk Bersubsidi u n tuk Sektor Pertanian Tahun 
Anggaran 2013; 

19. Peraturan Menteri alam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

20. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan 
Nomor 140/MPP/Kep/2/2002 tentang Penetapan Secara 
Wajih SNI Pupuk; 

21. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/ 
3/2002 tentang Pelaksanaan Standarisasi Nasional di 
Bidang Pertanian; 
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22. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 
634/MPP/Kep/9/2002 tentang Pengawasan Barang atau 
Jasa yang Beredar di Pasaran; 

23. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT. 
210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, 
Peredaran dan penggunaan Pupuk An-Organik; 

24. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238/Kpts/TP.210/ 
4/2003 tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik; 

25. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 
4/ 2003 tentang Pengawa sa n Formula Pupu k An-Organik 

26. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 456/ Kpts/OT.160/7/ 
2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus 
Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukun g Ketahanan 
Pangan; 

27. Peratu ran Daerah p ovinsi Jawa barat Nomor 5 Tahun 20 11 
ten tang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah; 

28. Peraturan Gubernur Jawa barat Nomor 115 Tah u n 2009 
tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 
Pertanian dan Perikanan; 

29. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 521.33/Kep.1684-
Binprod ten tang Alokasi Pupuk Bersubsidi untu k sektor 
Pertanian dan Perikanan Tahu n 2014; 

30. Peratura n Daerah Ka bupaten Tasikmalaya Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Ka bupaten 
Tasikmalaya; 

3 1. Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 520/Kep.93-Perek& 
PMj 20 10 tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida 
(KP3) Kabupaten Ta sikmalaya; 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG KEBUTUHAN 
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN 
TASIKMALAYA TAHUN 20 14 . 

Pasal 1 

(1) Kebutuhan Pupuk Bersubsidi u n tuk Sektor Pertanian di Kabupaten 
Tasikmalaya Tahun 2014 sebag imana tercantum dalam Lampiran 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Kebutuhan Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut 
Kecamatan, Jenis, Jumlah, Sub-Sektor dan Sebaran Bulanan. 

Pasal2 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan efektif berlaku 
terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya . 

Diundangkan di Singaparna 
pada tanggal 19 DeBembel 2013 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TASIKMALAYA, 

u ---' ........ u~ KODIR 
198305 1 001 

Ditetapkan di Singaparna ' 
. ' .. 

pada tanggal 19 De embel 2 13 

/ BUPATI TASIKMALAYA, 

t tuu RUZHANUL ULUM $3 

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 32 


